
“Selama ini DIY telah

melaksanakan aplikasi ino-

vatif tersebut untuk pem-

bangunan daerah. Pro-

gram-program ini bisa di-

akses oleh masyarakat

hingga ke level pedukuhan,

tidak hanya program pro-

vinsi saja. Beberapa inovasi

ini ada sebagian yang me-

mang merupakan inovasi

turunan dari aplikasi-ap-

likasi inovatif yang se-

belumnya sudah ada di

DIY,” kata  Gubernur DIY,

Sri Sultan Hamengku Bu-

wono X yang disampaikan

kepada Tim Penilai Keter-

bukaan Informasi Kemen-

kominfo RI, secara daring

dari Gedhong Pracimosono,

Kompleks Kepatihan,

Yogyakarta, Selasa (6/10). 

Pemaparan itu dilakukan

Gubernur DIY terkait de-

ngan monitoring dan evalu-

asi atas Inovasi Keter-

bukaan Informasi Publik se-

Indonesia. Sultan mengung-

kapkan, aplikasi Sengguh

adalah salah satu bentuk

pengawasan dalam pelak-

sanaan program. Sehingga

dari situ bisa diketahui

apakah terjadi penyimpang-

an atau tidak serta bisa di-

laksanakan atau tidak. 

Sebelumnya, bentuk

pengawasan terhadap pro-

gram yang ada di dalam

Jogja Plan. Jogja Plan ber-

awal dari Dataku, yaitu

aplikasi untuk melihat data-

data dalam  membuat

perencanaan. Adapun ter-

kait dengan keterbukaan in-

formasi publik, DIY juga

memberikan fasilitas ter-

hadap tunanetra melalui

penyediaan keyboard de-

ngan huruf braille. Semua

itu dilakukan karena semua

lapisan masyarakat terma-

suk tunanetra memiliki hak

untuk mendapatkan infor-

masi.  

“Kita bicara untuk men-

dorong agar program keter-

bukaan di bidang informasi

meningkat. Saat ini DIY ter-

masuk 5 besar terbaik da-

lam hal tersebut dengan ni-

lai 80,29. Saya harap nanti

akan tercapai angka di atas

90, sehingga semua pihak

akan mendapatkan infor-

masi serta meningkatkan

indeks demokrasi,” jelas Sri

Sultan.

Sementara itu Kepala

Dinas Kominfo DIY Rony

Primanto Hari MT menam-

bahkan, ada 8 inovasi yang

dikembangkan,  adalah

Jogja Pass, Sengguh, Data-

ku, IDMC DIY. Selain itu ju-

ga ada pelayanan Keter-

bukaan Informasi Publik

baik tunanetra maupun

kaum difabel, Pelayanan in-

formasi melalui nomor

Whatsapp, Pelayanan Infor-

masi melalui Jogja Istimewa

Email dan Website, dan

Ruang Pelayanan Khusus

Tunanetra.

Mengingat saat ini dari kri-

teria yang ditetapkan Ke-

menkominfo yaitu menuju in-

formatif, kurang informatif,

informatif dan tidak informa-

tif. DIY berada pada status

menuju informatif.        (Ria)-f
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Aplikasi ’Sengguh’ Awasi Program Kerja Pemda DIY
YOGYA(KR) - Keberadaan ‘Sengguh’sebagai

salah satu dari 8 inovasi yang dimiliki Pemda
DIY, mendapatkan perhatian lebih dari Ke-
menkominfo. Seperti diketahui Sengguh meru-
pakan aplikasi yang berfungsi sebagai peng-
awasan terhadap program kerja yang dimiliki
DIY, dan bisa diakses oleh masyarakat.

DEWAN TERIMA BANYAK KELUHAN MASYARAKAT

Pemkot Didesak Keluar dari BPJS Kesehatan
YOGYA (KR) -  Sistem yang di-

gunakan oleh Badan Penyeleng-

gara Jaminan Sosial (BPJS) Kese-

hatan dalam memberikan layanan

ke masyarakat dinilai terlalu ru-

mit. Pemkot Yogya yang sebelum-

nya sudah mampu memenuhi uni-

versal coverage untuk urusan ja-

minan kesehatan pun didesak agar

keluar dari BPJS Kesehatan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD

Kota Yogya Sigit Wicaksono, meng-

aku dalam berbagai kegiatan jar-

ing aspirasi dengan masyarakat,

hampir setiap keluhan yang ia teri-

ma berkaitan dengan layanan

BPJS Kesehatan. “Sebelum

Pemkot mengalihkan kegiatan

jamkesda ke BPJS Kesehatan,

warga Kota Yogya hampir tidak

memiliki kesulitan untuk mengak-

ses layanan kesehatan. Tetapi

sekarang ini justru semakin ru-

mit,” tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya mende-

sak agar Pemkot lebih mendengar

keluhan yang terjadi di masyara-

kat. Hal ini karena kesehatan

merupakan kebutuhan dasar yang

harus dijamin oleh pemerintah.

Sehingga ketika layanan di BPJS

Kesehatan tidak semakin mem-

berikan kemudahan bagi warga,

maka sudah seharusnya Pemkot

Yogya menarik diri dan kembali

menjalankan program jamkesda.

Sigit memaparkan, keluhan

yang dialami warga tidak hanya

saat hendak mengakses fasilitas

layanan kesehatan melainkan juga

administrasinya. Dulu sebelum

masuk dalam BPJS Kesehatan, se-

tiap penduduk cukup menun-

jukkan KTP maupun kartu keluar-

ga sudah bisa berobat di semua fa-

silitas layanan kesehatan terdekat.

“Sekarang sistemnya sangat ribet.

Belum lagi dengan sistem rujukan

berjenjang atau online. Sistem itu

dibuat seharusnya untuk memu-

dahkan, bukan menyulitkan,” tan-

dasnya.

Dicontohkannya, warga yang

akan mengakses layanan kese-

hatan paripurna, setidaknya mem-

butuhkan waktu lima hari.

Pasalnya, setelah dari puskesmas

harus melalui rumah sakit tipe D

terlebih dahulu, baru kemudian ke

tipe C, B, dan A. “Dari setiap tipe

itu minimal butuh satu hari.

Belum lagi tambahan biaya trans-

portasi untuk mengakses ke tiap

tipe. Kasihan warga,” katanya.

Di samping itu, program jamkes-

da yang sebelumnya sudah digu-

lirkan jauh lebih efektif. Anggaran

yang dikeluarkan disesuaikan de-

ngan biaya yang dimanfaatkan

warga. Sehingga jika ada kelebih-

an anggaran, otomatis kembali ke

kas daerah. Berbeda dengan iur

BPJS Kesehatan yang cenderung

selalu naik serta tidak bisa kem-

bali ke kas daerah.                (Dhi)-f

KR-Istimewa

Sigit WicaksonoPemkot Yogya 
Gulirkan 

Bosda Khusus
YOGYA (KR) - Melalui

perubahan anggaran tahun

ini, Pemkot Yogya meng-

gulirkan program Bantuan

Operasional Sekolah

Daerah (Bosda) Khusus.

Program tersebut ditujukan

untuk membantu pihak

sekolah dalam menyiapkan

prasarana memadai dalam

rangka pencegahan dan pe-

ngendalian Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Yogya Budi Santoso

Asrori, mengungkapkan

Bosda Khusus tersebut di

luar program Bosda reguler

yang sudah dikucurkan se-

belumnya. “Karena na-

manya Bosda Khusus, ma-

ka peruntukannya juga

khusus yakni untuk men-

dukung penerapan protokol

kesehatan di sekolah,” jelas-

nya, Selasa (6/10).

Total anggaran  yang disi-

apkan melalui Bosda

Khusus mencapai sekitar

Rp 2,5 miliar. Akan tetapi

hanya sekolah negeri atau

yang diselenggarakan oleh

Pemkot Yogya yang berhak

menerima yakni 6 TK

negeri, 89 SD negeri, dan 16

SMPnegeri.

Sesuai Perwal 81/2020

yang mengatur terkait kebi-

jakan Bosda Khusus, seko-

lah negeri harus mengaju-

kan proposal kepada Dinas

Pendidikan terlebih dahulu.

Sedangkan jenis sarana dan

prasarana yang bisa diaju-

kan untuk pengadaan, akan

ditetapkan lebih lanjut

melalui keputusan kepala

dinas. “Secara teknis masih

menunggu APBD perubah-

an dijadikan perda. Setelah

itu baru akan kami sosiali-

sasikan ke sekolah-sekolah.

Tapi panduannya sudah

ada,” imbuh Budi.

Beberapa sarana yang

bisa diajukan ialah peng-

adaan wastafel dan thermo-

gun. Setiap satu unit was-

tafel dialokasikan Rp 1,5 ju-

ta dan satu unit thermogun

Rp 725.000. Pengajuan Bos-

da Khusus harus melalui

proposal lantaran kebu-

tuhan masing-masing seko-

lah berbeda. Hal ini karena

ketersediaan wastafel harus

mempertimbangkan jumlah

siswa, tenaga kependidikan,

jumlah pendidik, jumlah ru-

ang dan lainnya.

Budi menambahkan, be-

berapa sekolah sebenarnya

juga sudah memiliki was-

tafel maupun thermogun.

Akan tetapi jumlahnya

belum representatif jika

disandingkan dengan ke-

tersediaan murid, guru,

tenaga kependidikan dan

lainnya.                          (Dhi)-f


